
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1036, 2018 KEMENKO-KEMARITIMAN. Pengendalian 

Gratifikasi.  

 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang 

berintegritas dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme, diperlukan upaya pengendalian 

penerimaan maupun pemberian gratifikasi di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 

b.  bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan 

memberikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, 

perlu diatur mekanisme pelaporan gratifikasi; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7.  Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 
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8.  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11); 

9.  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394); 

10.  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 250); 

11.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan 

Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2101); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni 

meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, 

dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik. 
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2. Uang/barang/fasilitas lainnya adalah 

uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya yang 

diberikan oleh pegawai/tamu/pemberi dalam rangka 

mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan 

pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait 

dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya. 

3. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adalah segala 

sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik 

bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri 

tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, 

permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan yang 

melanggar norma kesusilaan. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang 

diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Penerima adalah Pegawai di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman beserta keluarga inti 

meliputi suami, istri dan anak yang menerima gratifikasi. 

6. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik 

internal maupun eksternal Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman yang memberi uang/barang/jasa 

sehubungan dengan penerimaan dan pemberian 

gratifikasi. 

7. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atau 

penolakan, penerimaan, pemberian dan pemberian atas 

permintaan hadiah/fasilitas gratifikasi. 

8. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disebut 

UPG adalah fungsi atau unit yang berada di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman. 
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9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya 

disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman. 

11. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang dipimpin oleh 

Inspektur pada Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman. 

 

BAB II 

PENCEGAHAN GRATIFIKASI 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai dilarang menerima dan memberikan segala 

sesuatu bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan 

jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya. 

(2)  Setiap bentuk pemberian, penerimaan, penolakan 

gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan 

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib 

dilaporkan. 

(3) Penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terdiri 

atas: 

a. Penerimaan yang terkait dengan tugas kedinasan 

meliputi: 

1. penerimaan yang diperoleh dari kegiatan resmi 

kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, 

konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, 

berupa seminar kits, sertifikat; dan 

2. penerimaan yang diperoleh secara resmi 

kedinasan dalam bentuk 

hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan 

minuman yang berlaku umum. 

b. Penerimaan yang terkait dengan tugas di luar 

kedinasan meliputi: 

1. penerimaan yang diperoleh dari hadiah 

langsung/doorprize, rabat/discount, voucher, 
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